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ABSTRAK 

 

PRINSIP MONEY FOLLOWS PROGRAM DALAM PERENCANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

BERBASIS KINERJA DI PROVINSI LAMPUNG 

 

Oleh 

SEPTY NADIYA SAPUTRI 

 

Prinsip money follows  program merupakan prinsip yang digunakan dalam 

perencanaan dan penganggaran APBD dengan mengalokasikan anggaran pada 

program prioritas daerah. Menurut Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 

17 tahun 2017 dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan APBD Tahun 2018, penyusunan perencanaan dan penganggaran 

pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis 

program (money follows program) melalui penganggaran berbasis kinerja. Dalam 

konteks hukum administrasi negara, prinsip money follows  program ini 

merupakan strategi yang digunakan untuk mewujudkan perencanaan dan 

penganggaran keuangan negara maupun daerah yang baik. 

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan prinsip money 

follows  program dalam perencanaan APBD serta faktor pendukung dan 

penghambat dalam penerapan prinsip money follows  program dalam APBD di 

Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan 

empiris, data yang digunakan  adalah data primer, data sekunder dan data tersier 

kemudian dianalisis dengan dekriptif kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan 

atau interpretasi terhadap data yang diperoleh. 

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa: 1) Dalam perencanaan dan penganggaran 

APBD Provinsi Lampung telah menerapkan prinsip money follows  program 

dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang tercantum dalam Permendagri 

nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2018 yang 

diawali dari penyusunan RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD, RAPBD dan 

Perda APBD yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 27 Tahun 2017 tentang 

APBD Tahun Anggaran 2018. 2) Terdapat faktor pendukungnya yaitu komitmen 



pemerintah pusat yang ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah dalam RKPD, 

sementara faktor penghambatnya kurangnya SDM dan terbatasnya kapasitas 

keuangan daerah. 

Kata kunci: Keuangan Daerah, Prinsip Money Follow Program, Perencanaan 

APBD. 
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MOTTO 

 

ا                ا ا               ا     ا            “ ا                              ا  ا ا                                                      ” 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara 

 kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. 

Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan 

(Al-Mujadillah:11) 

 

ل“ شيء ك ض   ة   س    ل  ل        دة،     شيء ك تأك د    ل ه    د     .” 

Segala yang indah belum tentu baik, namun segala yang baik sudah tentu indah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagaimana yang diketahui, paradigma keuangan pemerintahan saat ini 

menekankan bahwa kegiatan pemerintah harus berorientasi pada kinerja (hasil), 

bukan pada biaya. Hasil yang diperoleh tersebut harus terukur, serta menunjang 

pencapaian visi dan misi sesuai dengan fungsi pemerintahan masing-masing 

kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah. Untuk melaksanakan hak 

dan kewajiban serta pelaksanaan tugas yang diberikan oleh rakyat, pemerintah 

harus mempunyai suatu rencana yang matang guna mencapai suatu tujuan yang 

dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut disusun secara seksama yang akan 

dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas negara. Oleh 

karena itulah, maka rencana-rencana pemerintah unluk melaksanakan keuangan 

negara dan keuangan daerah perlu dibuat dan dituangkan dalam bentuk anggaran. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat 

berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. 

Perubahan mendasar tersebut, meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan 

penganggaran dengan prospektif jangka menengah, penerapan penganggaran 

secara terpadu, dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja.  



2 
 

 

 

Saat ini, pemerintah telah menerapkan sistem penganggarannya dengan sistem 

anggaran berbasis kinerja yang juga merupakan kebijakan desentralisasi fiskal. 

Desentralisasi fiskal bukanlah suatu konsep yang baru di Indonesia. Penerapan 

desentralisasi fiskal pada dasarnya berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah. Sesuai dengan kebijakan 

desentralisasi fiskal, kewenangan diserahkan oleh pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintah sesuai 

dengan kemampuan keuangan daerahnya sendiri, salah satu kebijakannya adalah 

pengangaran berbasis kinerja. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2004, penganggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran dengan 

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dengan keluaran (output) 

dan hasil (outcome) yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil 

atau keluaran tersebut. 

 

Indonesia menggunakan sistem penganggaran berbasis kinerja sebagai pengganti 

sistem penganggaran tradisional. Pada sistem penganggaran tradisional, kinerja 

diukur dari segi biaya (input). Anggaran tradisional didominasi dengan 

penyusunan anggaran yang bersifat line-item dan incrementism yaitu proses 

penyusunan anggaran yang hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran 

tahun sebelumnya, akibatnya tidak ada perubahan mendasar atas anggaran baru. 

Pemerintah pusat selalu dominan peranannya terhadap pemerintah di daerah yang 

ditandai dengan adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah 

pusat.
1
 Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan 

                                                           
1 Reza Nanda dan Darwanis, Analisis Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah, 

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 1, No. 1, 2016 
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anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja 

tersebut mencerminkan efisiensi, efektivitas pelayanan kepada publik yang 

berorientasi kepada kepentingan publik. Artinya peran pemerintah daerah sudah 

tidak lagi merupakan alat kepentingan pemerintah pusat tetapi untuk 

memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. 

Sistem penganggaran berbasis kinerja diterapkan pemerintah dalam upaya 

merespon tingginya tuntutan kebutuhan peningkatan kualitas layanan publik, 

transparansi, dan akuntabilitas publik. Tuntutan ini mendorong pemerintah untuk 

dapat menyusun anggaran secara cermat, akurat dan sistematis. Untuk dapat 

membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja, 

pemerintah daerah  harus memiliki perencanaan strategik. Perencanaan strategik 

disusun secara obyektif dan melibatkan seluruh komponen di dalam 

pemerintahan.  

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 20014 

tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib 

menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2
 Pembuatan RPJMD  dilakukan dengan 

merumuskan visi dan misi organisasi, melakukan analisis lingkungan internal dan 

lingkungan eksternal (environment scanning), merumuskan tujuan dan sasaran, 

                                                           
2 Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018 
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serta merumuskan strategi-strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan 

sasaran tersebut.
3
  

Menurut Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 dan 

Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 

2018, penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional 

dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows 

program) melalui penganggaran berbasis kinerja. Prinsip money follows  program 

ini sangat tepat digunakan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran APBD 

karena menekankan pada program prioritas.  

Sebelumnya dalam penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja 

menggunakan prinsip Money Follow Function yang menekankan pada 

pengalokasian anggaran fungsi atau setiap unit satuan kerja. Pada Tahun 2017, 

sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, maupun Menteri 

Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam beberapa kesempatan salah 

satunya pada pidato presiden, yang menegaskan perlunya pendekatan 

penganggaran yang berdasarkan pada bobot program/kegiatan sesuai dengan 

tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana program/kegiatan dikatakan 

memiliki bobot yang tinggi jika memberi manfaat yang besar kepada rakyat yaitu 

dengan menggunakan prinsip Money Follow Program.  

Money Follow Function dianggap tidak tepat yaitu: pertama, dianggap menjadi 

penyebab terjadinya inefisiensi dalam penganggaran, karena melalui pendekatan 

                                                           
3 Wijayanti, Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan, Jurnal Wacana Vol 3 No. 15, 

2012 
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ini maka semua fungsi-fungsi pemerintahan harus didanai walaupun tidak 

semuanya termasuk dalam program-program prioritas. Kedua, melemahkan 

koordinasi antar sektor-sektor pembangunan, karena banyaknya program/ 

kegiatan yang jalan sendiri-sendiri (tidak terkoordinasi satu sama lainnya). 

Berbeda dengan Money Follow Function, Money Follow Program menegaskan 

perlunya pendekatan penganggaran yang berdasarkan pada bobot program/ 

kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada konsep 

Money Follow Program juga menegaskan adanya fase penilaian atas program-

program yang akan diajukan. Program-program yang memberi manfaat yang 

besar pada rakyat akan mendapatkan prioritas utama dalam pengalokasian 

anggaran, baru berikutnya diikuti pengalokasian anggaran pada program-program 

dengan bobot dibawahnya (lebih rendah). Sebaliknya jika terjadi efisiensi 

(penghematan) anggaran maka program-program yang memiliki bobot yang 

memberikan manfaat lebih rendah kepada rakyat yang harus dihemat (dipotong) 

terlebih dahulu. Prinsipnya tidak semua fungsi pemerintahan yang didanai, jika 

memang tidak memberikan manfaat yang lebih besar kepada rakyat, maka tidak 

perlu didanai. Namun, Money Follow Function maupun Money Follow Program 

sebenarnya tidak memiliki perbedaan dalam kerangka konsepnya karena 

keduanya tetap mengedepankan proses penilaian atas program/kegiatan yang 

diusulkan, sehingga alokasi anggaran dapat diarahkan untuk mendanai program/ 

kegiatan. 

Dari uraian diatas terlihat bahwa betapa pentingnya penerapan prinsip money 

follow program dalam perencanaan dan penganggaran pendapatan dan belanja 

daerah (APBD). Hal tersebut secara langsung berdampak pada optimalisasi 
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program-program yang akan direalisasikan. Sebab, jika tidak terdapat porsi yang 

jelas dalam penganggaran pembangunan dan diperuntukkan untuk apa saja 

anggaran tersebut didalam skala prioritas pembangunan maka hal tersebut akan 

berpotensi terhadap keberhasilan program-program pembangunan daerah itu 

sendiri. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan dan mengambil judul “Prinsip Money Follow Program dalam 

Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja di 

Provinsi Lampung” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah  prinsip Money Follow Program dalam perencanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja di Provinsi Lampung?  

b. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan prinsip 

Money Follow Program dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah di Provinsi Lampung?  

 

1.3  Ruang Lingkup Penelitian 

a. Bidang Ilmu yaitu Hukum Keuangan Negara dan Hukum Keuangan Daerah 

b. Substansi Penelitian, terdiri dari: 

1) Objek penelitian yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Lampung Tahun Anggaran 2018 

2) Tempat yaitu di Badan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 

dan BAPPEDA Provinsi Lampung 
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3) Waktu yaitu pada tahun anggaran 2018 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

a. Untuk mengetahui penerapan prinsip Money Follow Program dalam 

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Lampung. 

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan prinsip 

Money Follow Program dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah di Provinsi Lampung?  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi 

semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memenuhi tata cara 

penerapan prinsip Money Follow Program dalam pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis,manfaat penelitian ini adalah. 

1) Bagi pemerintah daerah 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait pada pemerintah daerah. 
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2) Bagi dunia usaha 

Sebagai suatu bahan tambahan atau masukan dalam pengambilan 

kebijakan finansial guna meningkatkan kinerja perusahaan 

3) Bagi Masyarakat 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang 

transparan kepada masyarakat awam tentang prinsip money follow 

program dalam pengelolaan APBD di provinsi lampung yang belum 

banyak diketahui oleh masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Desentralisasi Fiskal  

2.1.1 Pengertian desentralisasi fiskal 

Mudrajat Kuncoro menyatakan tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi fiskal 

disebabkan oleh dua hal. Pertama, dikaitkan dengan gagalnya perencanaan 

terpusat yang populernya disebut strategi  pertumbuhan pemerataan (growth with 

equity). Kedua, adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang 

kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan 

dan direncanakan oleh pemerintah pusat.
4
 

Secara singkat yang dimaksud dengan desentralisasi fiskal adalah suatu proses 

pendistribusian anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada 

tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas 

pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan di 

bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Jumlah bidang pemerintahan yang 

menjadi tanggung jawab birorasi Indonesia adalah sama di antara level 

pemerintah kabupaten atau kota, serta di antara pemerintah provinsi. Namun, 

dengan otonomi daerah, kewenangan daerah kabupaten atau kota kini menjadi 

                                                           
4 Mudrajat Kuncoro, Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Delema Otonomi dan Ketergantungan 1995. 



10 
 

 

 

lebih besar dibandingkan provinsi atau pusat. Bagaimana masing-masing daerah 

melaksanakan kewenangannya sesuai dengan kreativitas, kemampuan organisasi 

pemerintah daerah serta kondisi setiap daerah. 
5
 

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (rules) money follow function 

merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya 

setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa 

konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan 

tersebut.
6
 

2.1.2 Konsep Perimbangan Keuangan 

Pengaturan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sangat perlu dilakukan 

karena tidak semua wewenang pemerintahan diberikan atau diserahkan kepada 

pemerintah daerah (pemerintah sub-nasional). Oleh karena itu, kepentingan dan 

kebutuhan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pusat atau 

negara juga harus tersedia secara memadai.  

Pembentukan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk 

mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang 

diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut 

menganut prinsip money follows function, yang mengandung makna bahwa 

pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung 

jawab masing-masing tingkat pemerintahan. 

                                                           
5 Juli Panglima Saragih, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan daerah dalam Otonomi 
6 Ibid 
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Dalam konsep Money Follow Function tidak serta merta membagi anggaran pada 

semua unit/organisasi secara merata, tetapi tetap ada proses penilaian (assessment) 

terhadap usul sebuah program/kegiatan yang akan diusulkan oleh setiap 

unit/organisasi. Penilaian tersebut utamanya menyangkut apakah program/ 

kegiatan yang diusulkan termasuk dalam proses prioritas yang harus didanai atau 

tidak serta bagaimana kontribusi dan dampaknya terhadap pelaksanaan 

pembangunan. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo mengubah arah kebijakan 

keuangan dengan menganut prinsip Money Follow Program yang tercantum 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 dimana dana dialokasikan 

lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan tujuan program yang 

disusun lebih berorientasi pada manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada 

prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. 

2.1.3 Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

Dikemukakan oleh Van der Kamp, memberikan pengertian yang luas bahwa 

keuangan (geldmidddelen) meliputi semua hak yang dapat dinilai dengan uang, 

demikian pula dengan suatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat 

dijadikan milik negara berhubugan dengan hak-hak tersebut. 

Dari pengertian tersebut diatas, menunjukkan arti keuangan meliputi hak milik 

negara, yang terdiri dari hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang 

apabila hak dan kewajiban tersebut dilaksanakan. Semua hak dan kewajiban yang 

dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang baik berupa uang maupun 
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barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubungan dengan pelaksanaan hak 

dan kewajiban. 
7
 

Sebagian ahli di Indonesia terutama yang berlatarnelakang Ilmu Keuangan 

Negara, menyebut hubungan keuangan adalah sebagai bentuk perimbangan 

keuangan, artinya hubungan keuangan antara pusat dan daerah dalam pandangan 

mereka adalah sebagai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pula. Di 

samping itu, mereka lebih suka menggunakan istilah yang berbeda, sehingga 

dapat membingungkan masyarakat awam. Dalam literature-literatur yng ditulis 

oleh para ahli keuangan megara Indonesia, istilah hubungan keuangan atau 

dengan istilah lain hubungan fiskal.
8
 

Ibarat teori “sel” (cell), maka hubungan keuangan pusat dan daerah merupakan 

“sel” sedangkan perimbangan keuangan sebagai “inti” (nucleus), sel adalah 

bagian atau bentuk terkecil dari organisme, terdiri dari satu atau lebih inti, 

protoplasma, dan zat-zat mati yang dikelilingi oleh selaput sel. Jika pengandaian 

ini dipakai untuk menjelaskan kedudukan hubungan keuangan adalah “sel” dan 

perimbangan keuangan adalah “inti” sedangkan s”selaput sel” adalah NKRI. 

Barangkali inilah salah satu cara untuk menjelaskan pemikiran Bagir Manan 

perihal perimbangan keuangan sebagai inti dari hubungan keuangan. Oleh sebab 

itu, perimbangan keuangan lahir dari hubungan keuangan dan hubungan keuangan 

lahir dari desentralisasi keuangan. 
9
 

                                                           
7 Wiratman, R. Herlambang Perdana, Paradigma Hukum dan Demokratisasi dalam Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Jurnal Transisi Volume 1, No.1 Mei 2007, Malang: In Trans Instutut, ISSN 1978-4287 
8 Yuswanto, Hukum Desentralisasi Keuangan, Jakarta:Rajawali Pers, 2012. 
9 Ibid 
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Menurut Nurdjaman Arsjad, “wilayah negara yang relatif luas mengakibatkan 

perlunya tindakan pembagian kegiatan (pembagian wewenang) antarberbagai 

tingkat atas lapis pemerintahan di suatu negara. 
10

 Berdasarkan pemikiran ini, 

maka tugas-tugas pemerintahan di seluruh wilayah negeri harus dilakukan oleh 

berbagai satuan-satuan pemerintahan yang dibentuk secara hierarki. 

Dalam implikasinya di Indonesia keuangan dibagi menjadi 2 (dua) yakni: 

1) Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban dalam angka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk di dalamnya segala benuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 

dan kewajiban daerah tersebut. 

2) Keuangan Daerah dikelola dengan menggunakan 4 (empat) prinsip, yakni: 

a) Prinsip kemandirian, prinsip ini mengarah pada pengelolaan anggaran 

yang dikelola dengan pengurangan ketergantungan terhadap sumber 

keuangan yang sifatnya pragmatis dating dari atas, tanpa harus mencoba 

melakukan sebuah inovasi dan penemuan sumber-sumber daya dimiliki, 

peningkatan sumber daya ada sehingga akan mendorong perbaikan 

produktivitas yang akan mengarah kepada perbaikan kemanmuran dan 

kesejahteraan. 

b) Prioritas, penggunaan skala prioritas dalam menentukan objek-objek 

dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangnan. 

                                                           
10 Nurdjaman Arsjad, Hubungan Fiskal antarpemerintahan di Indonesia: Peranan dan Masalahnya dalam 

Otonomi, 1990 
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Adanya sebuah indicator dalam menentukan pilihan objek yang terbaik 

dari alternative terbaik. 

c) Efisiensi, efektivitas dan ekonomis, adalah inpu yang digunakab 

dialokasikan secara optimal dan baik untuk mencapai ouput yang 

menggunakan biaya terendah. Efektif adalah pencapaian tujuan atau 

sasaran telah ditentukan sebelumnya, dan ekonomis, adalah penghematan 

input untuk mendapatkan output yang baik, semua input digunakan 

dibiayai dengan harga termurah. 

d) Disiplin anggaran, penggunaan anggaran sesuai dengan alokasi yang telah 

ditentukan sebelumnya. 
11

 

2.2 Anggaran Berbasis Kinerja 

2.2.1 Prinsip dan Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja 

Prinsip‐ prinsip  yang  digunakan  dalam  penganggaran  berbasis kinerja 

meliputi:  

1. Alokasi Anggaran Berorientasi pada Kinerja (output and outcome 

oriented)  

Alokasi  anggaran  yang  disusun  dalam  dokumen  rencana  kerja dan  anggaran  

dimaksudkan  untuk  memperoleh  manfaat  yang sebesar‐ besarnya  dengan  

menggunakan  sumber  daya  yang efisien. Dalam hal ini, program/kegiatan harus 

diarahkan untuk mencapai hasil dan keluran yang telah ditetapkan dalam rencana.   

  

                                                           
11 Raharjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011. 
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2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap 

menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages)  

Prinsip  tersebut  menggambarkan  keleluasaan  manager  unit kerja dalam  

melaksanakan  kegiatan  untuk  mencapai  keluaran sesuai  rencana.  Keleluasaan  

tersebut  meliputi  penentuan  cara dan  tahapan  suatu  kegiatan  untuk  mencapai  

keluaran  dan hasilnya  pada  saat  pelaksanaan  kegiatan,  yang  memungkinkan 

berbeda  dengan  rencana  kegiatan.  Cara  dan  tahapan  kegiatan beserta  alokasi  

anggaran  pada  saat  perencanaan  merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan.  

Dalam  rangka  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  negara seorang manager 

unit kerja bertanggung jawab atas penggunaan dana dan pencapaian kinerja yang 

telah ditetapkan (outcome). 

3. Money Follow Function,  Function Followed by Structure 

Money follow function merupakan prinsip yang menggambarkan bahwa  

pengalokasian  anggaran  untuk mendanai  suatu  kegiatan didasarkan  pada  tugas  

dan  fungsi  unit  kerja  sesuai  maksud pendiriannya  (biasanya  dinyatakan  

dalam  peraturan perundangan yang berlaku).  Selanjutnya prinsip  tersebut 

dikaitkan dengan prinsip  Function Followed by Structure, yaitu suatu prinsip 

yang menggambarkan bahwa  struktur  organisasi  yang  dibentuk  sesuai  dengan  

fungsi yang  diemban.  Tugas  dan  fungsi  suatu  organisasi  dibagi  habis dalam  

unit‐ unit  kerja  yang  ada  dalam  struktur  organisasi dimaksud,  sehingga  dapat  

dipastikan  tidak  terjadi  duplikasi. Ada dua hal mengapa Money Follow Function 

dianggap tidak tepat yaitu : 

a) pertama, dianggap menjadi penyebab terjadinya inefisiensi dalam 

penganggaran, karena melalui pendekatan ini maka semua fungsi-fungsi 
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pemerintahan harus didanai walaupun tidak semuanya termasuk dalam 

program-program prioritas, metode yang digunakan adalah tambah/kurang 

sebesar persentase perubahan pagu berdasarkan data tahun sebelumnya; 

b) kedua, melemahkan koordinasi antar sektor-sektor pembangunan, karena 

banyaknya program/kegiatan yang jalan sendiri-sendiri yang mengakibatkan 

tidak terkoordinasi satu sama lainnya. 

 

4. Money Follow Program 

Sementara pada konsep Money Follow Program sebagaimana disampaikan oleh 

Presiden Joko Widodo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Bappenas, maupun Menteri Koordinator Perekonomian dalam beberapa 

kesempatan, yang menegaskan perlunya pendekatan penganggaran yang 

berdasarkan pada bobot program/kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan 

oleh pemerintah, dimana program/kegiatan dikatakan memiliki bobot yang tinggi 

jika memberi manfaat yang besar kepada rakyat. Prinsip ini juga tercantum dalam 

peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses 

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Adapun tujuan money 

follows program antara lain: 

1. Menjamin sinergitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan 

pembangunan yang tertuang dalam RPJMN menjadi prioritas dalam RPJMD 

terkait; 

2. Harmonisasi hubungan pusat-daerah dan antar daerah dalam rangka upaya 

pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional 

3. Optimalisasi penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan 

berkelanjutan; 

4. Penyesuaian alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah 

5.  Optimalisasi potensi dan keanekaragaman daerah. 
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Sasaran: 

1. Tersusunnya kertas kerja penyelarasan tentang isu strategis, visi, misi, tujuan, 

sasaran, strategi,arah kebijakan, dan program pembangunan di dalam RPJMD 

yang selaras dengan RPJMN 2015-2019 yang dituangkan pada Form 

Penyelarasan; 

2. Tersusunnya butir-butir dukungan Pemerintah Daerah berupa alokasi anggaran 

berdasarkan penyelarasan indikator dalam Pencapaian Target Prioritas 

Nasional sesuai kewenangannya dan dituangkan pada Form Usulan Dukungan 

Penyelarasan. 

3. Tersusunnya butir-butir dukungan Pemerintah Pusat dalam rencana 

pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. 

 

Konsep money follow program menegaskan perlunya pendekatan penganggaran 

yang berdasarkan pada bobot program/ kegiatan sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Pada konsep Money Follow Program juga 

menegaskan adanya fase penilaian atas program-program yang akan diajukan. 

Program-program yang memberi manfaat yang besar pada rakyat akan 

mendapatkan prioritas utama dalam pengalokasian anggaran, baru berikutnya 

diikuti pengalokasian anggaran pada program-program dengan bobot dibawahnya 

(lebih rendah). Sebaliknya jika terjadi efisiensi (penghematan) anggaran maka 

program-program yang memiliki bobot yang memberikan manfaat lebih rendah 

kepada rakyat yang harus dihemat (dipotong) terlebih dahulu. Prinsipnya tidak 

semua fungsi pemerintahan yang didanai, jika memang tidak memberikan manfaat 

yang lebih besar kepada rakyat, maka tidak perlu didanai.  
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Money Follow Function dan Money Follow Program menimbulkan perbedaan 

persepsi, padahal jika dibandingkan dengan secara teliti maka keduanya tidak 

memiliki perbedaan secara prinsip. Semuanya mengedepankan pemilihan untuk 

mendanai program/kegiatan prioritas, menekankan pada efisiensi alokasi 

anggaran, serta transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkan dengan kejelasan 

sasaran kinerja.  

Penyusunan anggaran berbasis kinerja memerlukan  tiga komponen untuk  

masing‐ masing  program  dan  kegiatan  sebagaimana  uraian Pasal  7  ayat  (2) 

Peraturan  Pemerintah  No.  21  tahun 2004. 

Penerapan  prinsip  yang  terakhir  ini  (prinsip  keempat)    berkaitan erat  dengan  

program prioritas  yang  menjadi  tolok  ukur  efektivitas pengalokasian  anggaran.   

Berdasarkan prinsip‐ prinsip tersebut di atas maka tujuan penerapan  

PBK diharapkan:    

a) Menunjukan  keterkaitan  antara  pendanaan  dan  prestasi  kinerja yang  akan  

dicapai  (directly linkages between performance and budget);  

b) Meningkatkan  efisiensi  dan  transparansi  dalam  pelaksanaan (operational 

efficiency);  

c) Meningkatkan  fleksibilitas  dan  akuntabilitas  unit  dalam melaksanakan  

tugas  dan  pengelolaan  anggaran (more flexibility and accountability).  

 

2.2.2 Komponen Anggaran Berbasis Kinerja 

a) Indikator Kinerja  

Indikator  Kinerja  merupakan  alat  ukur  untuk  menilai keberhasilan suatu 

program atau kegiatan. Dalam buku panduan ini  Indikator  Kinerja  yang  
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digunakan  terdiri  dari  Key Performance Indicator  (KPI)  diterjemahkan  sebagai  

Indikator Kinerja  Utama  Program  (IKU  Program)  untuk  menilai  kinerja 

program, Indikator Kinerja Kegiatan (IK Kegiatan) untuk menilai kinerja  

kegiatan,  dan  Indikator  Keluaran  untuk  menilai  kinerja  subkegiatan (tingkatan 

di bawah kegiatan).   

 

b) Standar Biaya  

Standar  biaya  yang  digunakan  merupakan  standar  biaya masukan  pada  awal  

tahap  perencanaan  anggaran  berbasis  kinerja, dan nantinya menjadi standar 

biaya keluaran. Pengertian tersebut diterjemahkan berupa Standar Biaya Umum  

(SBU) dan Standar Biaya Khusus  (SBK). SBU digunakan lintas kementerian 

negara/lembaga  dan/atau  lintas  wilayah,  sedangkan  SBK digunakan oleh 

Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan/atau di wilayah tertentu. Dalam 

konteks  penerapan  PBK  di  Indonesia,  standar  biaya mempunyai peran unik. 

Standar biaya tidak dikenal oleh negara-negara  yang  telah  terlebih  dahulu  

menerapkan  PBK.  PBK menggunakan standar biaya sebagai alat untuk menilai 

efisiensi pada  masa  transisi  dari  sistem  penganggaran  yang  bercorak “input 

base” ke penganggaran yang bercorak “output base”.  K/L  diharuskan  untuk  

merumuskan  keluaran  kegiatan  beserta alokasi  anggarannya.  Alokasi  anggaran  

tersebut  dalam  proses penyusunan  anggaran  mendasarkan  pada  prakiraan  cara  

pelaksanaanya  (asumsi).  Pada  saat  pelaksanaan  kegiatan,  cara  pelaksanaannya  

dapat  saja  berbeda  sesuai  dengan  kondisi  yang ada,  sepanjang  keluaran  

kegiatan  tetap  dapat  dicapai.  Sudut pandang  pemikiran  tersebut  sejalan  

dengan  prinsip  let the manager manage.  

1) Standar  biaya merupakan  alat  bantu  untuk  penyusunan anggaran;  
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2) Standar  biaya  merupakan  kebutuhan  anggaran  yang  paling efisien  

untuk  menghasilkan  keluaran.  Perubahan jumlah/angka  standar  

biaya  dimungkinkan  karena  adanya perubahan  parameter  yang  

dijadikan  acuan.  Parameter tersebut dapat berupa angka inflasi, 

keadaan kondisi darurat (force majeur),  atau  hal  lain  yang  

ditetapkan  sebagai parameter;  

3) Standar  biaya  dikaitkan  dengan  pelayanan  yang  diberikan oleh K/L 

(Standar Pelayanan Minimal) 

 

c) Evaluasi Kinerja  

Evaluasi kinerja merupakan proses penilaian dan pengungkapan masalah 

implementasi  kebijakan  untuk  memberikan  umpan balik  bagi  peningkatan  

kualitas  kinerja,  baik  dari  sisi  efisiensi dan  efektivitas  dari  suatu  

program/kegiatan.  Cara  pelaksanaan evaluasi  dapat  dilakukan  dengan  cara  

membandingkan  hasil terhadap  target  (dari  sisi  efektivitas)  dan  realisasi  

terhadap rencana  pemanfaatan  sumber  daya  (dilihat  dari  sisi  efisiensi). Hasil  

evaluasi  kinerja  merupakan  umpan  balik  (feed back)  bagi suatu organisasi 

untuk memperbaiki kinerjanya. 

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

2.3.1 Pengertian dan unsur-unsur APBD 

Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 

disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan pasal 1 angka 7 
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah.
12

 

Berbagai definisi dan pengertian anggaran dari berbagai sumber banyak 

bermunculan antara lain :  

a. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan pemerintah (daerah) dalam 

mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana 

tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah. 

b. APBD menggambarkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang 

diharapkan terjadi dalam 1 tahun ke depan yang didasarkan atas 

realisasinya masa yang lalu. 

c. APBD merupakan rencana kerja operasional pemerintah daerah yang akan 

dilaksanakan 1 tahun ke depan dalam satuan angka rupiah. APBD ini 

merupakan terjemahan secara moneteris dari dokumen perencanaan daerah 

yang ada dan disepakati yang akan dilaksanakan selama setahun.  

APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu 

daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika 

perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif 

terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD)”. Anggaran Pendapatan dan 

                                                           
12 Marselina Djayasinga, Riset Anggaran Untuk Rakyat Studi Kasus: APAD Kota Provinsi Lampung, Jurnal 

Akuntansi dan Keuangan, Vol. 12 no.1, Januari 2007 
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Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah 

yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13

 

Adapun unsur-unsur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai 

berikut: 

a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci. 

b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk 

menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya 

biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran 

yang akan dilaksanakan. 

c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangan dalam bentuk angka. 

d. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun 

Sebagai alat pemerintah yang digunakan dalam menggerakkan roda pemerintahan 

dan pembangunan, anggaran dalam organisasi publik memiliki beberapa fungsi. 

Pengendalian, kebijakan fiskal, politik, koordinasi, evaluasi kinerja, memotivasi 

manajemen, dan menciptakan ruang publik. 

Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, yang antara lain digunakan untuk: 

a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan visi dan 

misi yang ditetapkan 

b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan 

organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya, 

c. Mengalokasikan sumber-sumber ekonomi pada berbagai program dan 

kegiatan yang telah disusun, 

                                                           
13 Juli Panglima, Op.Cit., 
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d. Menetukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
14

 

 

2.3.2 Fungsi APBD 

Secara fungsional APBD merupakan kontrak sosial antara pemerintah (daerah) 

dengan rakyatnya tentang kewajiban untuk mensejahterakan dan memenuhi 

kebutuhan warganya. Setiap pilihan program/kegiatan yang diambil dalam APBD 

harus memperhatikan preferensi para pemilih (voters) yang memilih orang-orang 

yang duduk di pemerintahan dan parlemen. Secara keseluruhan APBD 

menjalankan beberapa fungsi penting. Menurut Pasal 3 ayat 4 Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Fungsi anggaran APBN/APBD 

adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi Otorisasi 

Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan 

belanja pada tahun yang bersangkutan. 

b. Fungsi Perencanaan 

Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan 

kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 

c. Fungsi Pengawasan 

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan 

penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

 

 

                                                           
14 Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2002 
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d. Fungsi Alokasi 

Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan 

sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 

e. Fungsi Distribusi 

Anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan 

f. Fungsi Stabilisasi 

Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk 

memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. 

 

2.3.3 Prinsip APBD 

Prinsip-prinsip dasar (azas) yang berlaku di bidang pengelolaan Anggaran Daerah 

yang berlaku juga dalam pengelolaan Anggaran Negara / Daerah sebagaimana 

bunyi penjelasan dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, yaitu : 

a. Kesatuan 

Asas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah 

disajikan dalam satu dokumen anggaran. 

b. Universalitas  

Asas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh 

dalam dokumen anggaran. 

c. Tahunan  

Asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. 
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d. Spesialitas  

Asas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas 

peruntukannya. 

e. Akrual  

Asas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk 

pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk 

penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar 

atau belum diterima pada kas. 

f. Kas 

Asas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat 

terjadi pengeluaran/ penerimaan uang dari/ ke Kas Daerah. 

 

2.3.4 Struktur APBD 

Menurut buku  pengelolaan keuangan daerah (2012:141) karya Abdul Halim dan 

Muhammad Iqbal terdapat 3 (tiga) struktur dalam Anggaran pendapatan dan 

Belanja Daerah, yaitu: 

a. Pendapatan Daerah 

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun 

anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Meliputi : 

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh 

daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 

sesuai peraturan daerah yang berlaku. Adapun kelompok PAD dipisahkan 

menjadi : 
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a) Pajak Daerah 

b) Retribusi Daerah 

c)  Bagian Laba Usaha Daerah 

d)  Lain-Lainnya Pendapatan Asli Daerah 

2) Dana Perimbangan. 

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka Desentralisasi : 

a) Bagi Hasil Pajak ( Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan Pasal 21) dan Bukan 

Pajak ( provisi Sumber Daya Hutan, Pemberian Hak Atas Tanah 

Negara, dan Penerimaan dari Iuran Eksplorasi). 

b) Dana Lokasi Umum adalah dana ynag berasal dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 

antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. 

c) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah 

dan sesuai dengan prioritas nasional. 

d) Dana Perimbangan dari Provinsi ini kuhusus untuk daerah 

kota/kabupaten. 

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
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Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain lain milik 

Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah, 

selain itu juga jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan seperti: 

a) Hasil penjualan aset daerah yang 

b) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah. 

b. Belanja Daerah 

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun 

anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Meliputi : 

1) Belanja Pegawai. 

2) Belanja Barang dan Jasa. 

3) Belanja Perjalanan Dinas 

4) Belanja Pemeliharaan 

5) Belanja Modal. 

6) Bunga. 

7) Subsidi. 

8) Hibah. 

9) Bantuan Sosial. 

10) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. 

11) Belanja Tidak Terduga. 

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang 

sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan 

bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang 
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sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah pusat atau 

daerah. 

c. Pembiayaan 

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk 

menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Meliputi : 

1) Penerimaan. 

2) Pengeluaran.
15

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15Abdul Halim, Pengelolaan Keuangan Daerah, STIM YKPN, 2012 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dan menganalisisnya. 
16

 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis 

menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan 

yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan 

menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas 

hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin 

hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada 

diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang 

diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yatu cara prosedur yang 

dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data 

sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan 

penelitian terhadap data primer di lapangan
17

 

 

                                                           
16 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers. Jakarta. 1990. hlm:1 
17 Ibid. hlm 52 
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3.2 Data dan Sumber Data 

1. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Data primer 

Data primer dalam penelitian ini berasal dari data dan wawancara dengan 

Kasubid bidang perencanaan makro BAPPEDA Provinsi Lampung dan 

Kasubbag bidang Anggaran di Badan Keuangan Pemerintah Provinsi 

Lampung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka, dengan 

cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

 

2. Jenis Data 

Terdiri dari: 

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain: 

a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 tentang Hal Keuangan 

b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  

e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 

f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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g) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah 

h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

i) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. 

j) Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan 

daerah 

k) Permendagri Nomor 33 Tahun 3017 tentang Pedoman Penyusunan 

APBD Tahun 2018 

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum sekunder yang diunakan dalam penelitian ini berasal dari 

bahan kepustakaan, buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah maupun 

literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian dan masalah yang 

dibahas. 

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Bahan hukum tersier ini yang digunakan berasal dari internet. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Studi Pustaka yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi dan 

menganalisis data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan 

terhadap data tersebut. Studi pustaka dilakukan dengan tahap-tahap sebagai 

berikut: 

a. Menentukan terlebih dahulu sumber data dan bahan hukum sekunder 
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b. Identifikasi data yang diperlukan 

c. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah 

2. Studi lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan 

menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut: 

a. Wawancara dengan informan di BAPPEDA Provinsi Lampung dan Badan 

Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan menyiapkan 

daftar pertanyaan. 

b. Data/ laporan keuangan terkait 

 

3.4 Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data 

sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pada penelitian ini, metode pengolahan data 

diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, 

sudah benar dan sudah sesuai masalah. 

2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok 

yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan 

dibahas, sehingga diperoeh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan. 

3. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah 

ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sitematis 

dengan maksud untuk memudahkan menganlisis data. 
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3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis 

deskriptif kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data 

dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu 

interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan 

metode deduktif-induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-

fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat 

khusus untuk mengajukan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Perencanaan APBD tahun anggaran 2018 telah menerapkan prinsip Money 

Follows Program sesuai dengan Permendagi Nomor 33 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan APBD 2018 dengan pendekatan anggaran berbasis 

kinerja yang diawali dengan penyusunan RPJMD Provinsi Lampung yang 

telah diselaraskan dengan RPJMN. Lalu, setelah RPJMD dibuat, disusunlah 

RKPD Provinsi Lampung yang menyesuaikan dengan RPJMD Provinsi 

Lampung Tahun 2018.. Setelah RKPD dibahas di rapat DPRD, selanjutnya 

adalah penetapan KUA dan PPAS. Setelah itu, diadakan rapat paripurna 

DPRD untuk membahas hal ini, ketika sudah disetujui, PPAS akan berubah 

menjadi PPA. Kemudian, masing-masing SKPD menyusun RKA yang berisi 

rancangan program SKPD masing-masing berserta biaya yang dibutuhkan 

dalam program tersebut. RKA-SKPD ini harus disesuaikan dengan PPA yang 

telah disetujui bersama DPRD. Setelah itu, disusunlah RAPBD 2018 lalu 

dibahas dengan DPRD dan TAPD, lalu setelah dibahas DPRD akan 
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mengesahkan Perda APBD paling lambat tanggal 31 desember tahun anggaran 

sebelumnya. APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Perda Nomor 

27 Tahun 2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2018. 

2. Dalam perencanaan APBD 2018 menggunakan prinsip money follow program 

terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor penghambatnya 

yakni implementasi oleh perangkat daerah belum sepenuhnya konsisten dan 

terbatasnya keuangan daerah. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran penulis kepada pemerintah Provinsi Lampung yaitu: 

1. Sebaiknya pemerintah Provinsi Lampung mengadakan semacam workshop 

yang diberikan kepada setiap perangkat daerah agar lebih memahami prinsip 

money follow program, karena tidak semua perangkat daerah memiliki sumber 

daya manusia (SDM) yang memahami prinsip tersebut. 

2. Sebaiknya Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan efektivitas 

pemungutan pajak dan retribusi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli 

daerah. Pendapatan asli daerah tersebut dapat digunakan untuk menambah 

anggaran untuk pembangunan Provinsi Lampung. 
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